






KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN………
                                   NOMOR   ………………

TENTANG

[bookmark: _Hlk126843919]PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR 
NOMOR ……………………………………
 
GUBERNUR BANTEN,



Menimbang 	:	bahwa untuk mewujudkan/meningkatkan kemajuan/pertumbuhan/perkembangan/ pembangunan Daerah/… (sesuaikan dengan tujuan secara luas) ……. (pertimbangan folosofis)…;
BILA KEPGUB GUGUS TUGAS BUKAN MERUPAKAN DELEGASI AMANAT LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN BISA MENCANTUMKAN POINT huruf a, b, c. JIKA ADA CUKUP 1(SATU) MENIMBANG SAJA
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Kesetaraan;
BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..

Memperhatikan	:   1.	…………;
[bookmark: _Hlk176780694]	    2. Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor ………… tanggal …….. perihal Penyampaian Usulan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi Tahun …………;
	    3. ………………;
Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;
	   		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Terkoordinasi pada Badan…/Dinas…/Biro… Provinsi Banten Tahun Anggaran...., dengan nama, susunan keanggotaan, dan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  (sesuaikan dengan banyaknya jumlah Tim)
KEDUA 	: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :  ……………………………….
KETIGA	: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,………………… (bila ada biaya yang dikeluarkan)
KETIGA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Serang
pada tanggal  ...............                  

a.n.GUBERNUR BANTEN,





....................

Tembusan: (bila perlu)
1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.




- 2 -

